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BUPATI BADUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG

NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA KOPERASI PEGAWAI BINASEJAHTERA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

a. bahwa dalam rangka meningkatkan j&eeeaan ekonomi bagi

1.

masyarakat, maka perlu melakukan penyertaan maoakld kepada
Koperasi Pegawai Bina Sejahtera sebagai Badan U3diti
Pemerintah Kabupaten Badung;

bahwa penyertaan modal berasal dari Anggaranddpatan dan
Belanja Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2010;

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Rerd&emerintah Nomor
58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daestyertaan
modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha peapkan dalam
Peraturan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimaréslich dalam huruf a
huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan &maeentang
Penyertaan Modal Daerah pada Koperasi Pegawai$ijatera;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958&tey Pembentukan Daerah-
daerah Tingkat Il dalam Wilayah Daerah-daerah TamdgkBali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (LembargafdeRepublik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaragafsd
Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkspera
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nofis,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No&@i2 3

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuarid@agara
(Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Noma,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No2&s)4

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perberaam&egara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Norbp
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No@tafs 4

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembamtuk
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Rejndonesia
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Rkepub
Indonesia Nomor 4389);



6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembent®aerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nod®b,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Non#s7)4
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhigaserUndang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Ke&haa
Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahaaraba
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nob®,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No@vw4

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perindrang
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahaarab
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 NoiRs,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nod@8

8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentangdaMo
Penyertaan Pada Koperasi (Lembaran Negara Repulidignesia
Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Rkepub
Indonesia Nomor 3744); Peraturan Pemerintah NorBofg&hun 1998
tentang Modal, Penyertaan Pada Koperasi (Lembaegrafd Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaragarde
Republik Indonesia Nomor 3744);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentamgpedR#aan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoriesian 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Inslangomor
4578);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangb&gan
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, PemerintdDaarah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kamflaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahamhazan
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2@&8tang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimama diebah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 i@aBQ07
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam rNégenor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan KeuangaaH)ae

12.Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 TahuB8 2fftang
Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kadu@adung
(Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2008 No@or
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 4)

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG
dan

BUPATI BADUNG



Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN @ODAL
DAERAH PADA KOPERASI PEGAWAI BINA SEJAHTERA.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.

2. Bupati adalah Bupati Badung.

3. Koperasi Pegawai Bina Sejahtera yang selanjutngabdi KP Bina
Sejahtera adalah koperasi pegawai Pemerintah Kedsupadung.

4. Penyertaan modal daerah adalah setiap usaha dadayertakan modal
Daerah pada suatu usaha bersama pada KP BinaeBajaht

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang swhgajuisebut
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahldgeng dibahas
dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah damRDDPdan
ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

Maksud penyertaan modal Daerah kepada KP Bina teegameningkatkan
kesejahteraan ekonomi sesuai dengan kepentingamorkwya sehingga
dapat meningkatkan nilai tambah dan pendapatanotmgmda khususnya
dan kepada masyarakat pada umumya, serta ikut nmgumbatatanan
perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyayang maju,
adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pasal 3

Penyertaan modal daerah kepada KP Bina Sejahetajuag& untuk:

a. meningkatkan kinerja KP Bina Sejahtera sehinggaapu memberikan
pelayanan yang optimal kepada anggota dan masygratta umumnya.

b. meningkatkan pendapatan Asli Daerah.

BAB Il
PENYERTAAN MODAL
Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah memberikan penyertaan modal Daada KP Bina
Sejahtera dalam bentuk modal penyertaan.

(2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada(1a yang
telah disetorkan sampai dengan Tahun Anggaran 26&Besar
Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengaaiaim sebagai berikut :
a. SPM KOP No. B 0001/MP/KPBS/XI/2002 dengan nomirgthesar

Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yangudakan untuk
membiayai kegiatan usaha unit simpan pinjam sefragan rencana
kegiatan usaha yang telah disetujui.;



b. SPM KOP No. B 0002/MP/KPBS/X/2003 dengan nommethesar
Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yangudakan untuk
membiayai kegiatan usaha unit jasa sesuai dengeana kegiatan
usaha yang telah disetujui.

(3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimakswth @yat (2)
bersumber dari APBD.

Pasal 5

(1) Dalam hal diperlukan penambahan penyertaan modaha gu
perkembangan usaha dan investasi pada KPN Binat8ejadilakukan
melalui mekanime pembahasan APBD dan ditetapkaandd&eraturan
Daerah tentang APBD Tahun Anggaran berkenaan.

(2) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksiad ayat (1)
dilakukan melalui mekanisme perencanaan denganasekin kajian
kelayakan investasi, kebutuhan dan kemampuan kanategrah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penambahan pemertenodal
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengatuRen Bupati.

BAB Il
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggalddingkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanypetagngan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaranaba€abupaten

Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 23 Nopember 2010

BUPATI BADUNG,

ANAK AGUNG GDE AGUNG

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 23 Nopember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

KOMPYANG R. SWANDIKA
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG

NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA KOPERASI PEGAWAI BINASEJAHTERA

UMUM

Dengan rangka peningkatan Pendapatan Asli DaeRRALQ ) dipandang perlu
melakukan usaha penyertaan modal pada Badan Usakegidtan usaha yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah disamping gkaian sumber daya manusia serta
sarana dan prasarana, sehingga dapat beroperasia sefisien, konpetitif dan
menghasilkan keuntungan.

Dengan demikian Badan Usaha / kegiatan usaha ydlagsahakan oleh
Pemerintah Kabupaten Badung diharapkan dapat mémbewntribusi yang signifikan
terhadap Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) dan besaarldapat berfungsi sebagai salah
satu sumber pendanaan bagi pembangunan daerabujpdtaen Badung.

Berdasarkan pada ketentuan sebagaimana dimak$am &asal 75 Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengeloléamangan Daerah, yang
menyatakan bahwa penyertaan modal pemerintah dakxpat dilaksanakan apabila
jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggardiet@an telah ditetapkan dalam
peraturan daerah tentang penyertaan modal daerbnban, maka penyertaan modal
Pemerintah Kabupaten Badung kepada Badan Usahgiatde usaha harus ditetapkan
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas
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